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Surakarta State Service and Treasury Service Office (KPPN) as the 
vertical institution in the neighborhood of Financial Department of Treasury 
Directorate General of Indonesian Republic running the task & function as the 
Type A of State Treasury Office has an important role in the APBN fund clearing 
process, in administering the state revenue & budget implementation 
responsibility. The fund clearing process in KPPN Surakarta employs two 
systems: Direct Fund Clearing System and Reserve Money Fund Clearing 
System. 
This research aims to get a clear description on the system and procedure 
occurring during the direct fund clearing and to find out the effectiveness of such 
system and procedure. The data of research was obtained by conducting interview 
with and the observation on the parties related to the research, documentation of 
research object, and literary study. In this research, there is a description about the 
related elements in the system and procedure of direct fund clearing. The result of 
research shows some strengths and weaknesses. The strengths include: each 
transaction occurring gets authorization from the competent official, there is 
position rotation from one division to another; the incoming SPM list can be 
monitored from DPP (the Accomplishment Supervision List), SP2D document left 
in KPPN or archived is only 1 sheet and it is archived in the verification and 
accounting section, and the erroneous agenda because of the counter officers’ lack 
of precision in recording the incoming SPM. 
Considering such weaknesses, the writer gives the following 
recommendations to the company: SP2D document that is archived in KPPN 
should consists of 2 sheets, one for the treasury and one for the verification 
sections; the improvement of human resource’s quality of KPPN Surakarta by 
following a variety of education through the technical education and training 
organization related directly to the work, and general education to increase their 
knowledge. Thus, with the improvement of education and knowledge, the officers 
can improve the quality of KPPN Surakarta’s service. The better improvement of 
service quality should be followed with the improved function of direct superior 
















A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Surakarta 
Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Kantor 
Perbendaharaan sudah berdiri dengan nama Central Kanoor 
Comtabiliet (CKC). Setelah negara Republik Indonesia merdeka, 
Central Kanoor Comtabiliet berganti  nama menjadi Kantor Pusat 
Perbendaharaan (KPP), tetapi kemudian berganti nama menjadi 
Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN).  
Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN), pada tahun 1970 
diganti menjadi Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN) yang 
merupakan gabungan dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara 
dengan Jawatan Perjalanan. Kemudian pada tahun 1971, Kantor 
Pembantu Bendahara Negara Surakarta ditingkatkan statusnya 
menjadi Kantor Bendahara Surakarta sebagai bagian dari Kantor 
Bendahara Negara Semarang dengan wilayah pembayaran se-eks 
Karesidenan Surakarta, meliputi : 
a. Kotamadya Surakarta 
b. Kabupaten Klaten 










d. Kabupaten Sragen 
e. Kabupaten Sukoharjo 
f. Kabupaten Wonogiri 
g. Kabupaten Boyolali 
Seiring adanya perubahan Struktur Organisasi di departemen-
departemen pada tahun 1975, Kantor Bendahara Negara Surakarta 
berkembang menjadi 3 (tiga) instansi, yaitu: 
a. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Surakarta, yang 
mempunyai fungsi menangani masalah Pembiayaan dan 
Pendapatan Negara. 
b. Kantor Kas Negara (KKN) Surakarta, yang mempunyai fungsi 
menangani Urusan Kas Negara. 
c. Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran 
Surakarta, yang mempunyai fungsi mengadakan pemeriksaan.  
Tahun 1976 Kantor Bendahara Negara (KBN) Surakarta yang 
beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.2 Gladag Surakarta, dipindahkan 
ke Jalan Slamet Riyadi No.467 Kleco Surakarta hingga saat sekarang 
ini. Luas lahan KPPN Surakarta adalah 4.835m² dan luas gedung 
kantor 3120m² yang trdiri dari dua lantai. Gedung KPPN sendiri 
diresmikan pada tanggal 26 September 1976 dengan menghabiskan 











Berdasarkan Surat Keputusan menteri Keuangan Republik 
Indonesia pada tanggal 3 Maret 1983 Nomor : 205/KMK.01/1983, 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran di daerah diadakan 
Reorganisasi dengan membentuk Kantor Tata Usaha Anggaran di 
ibukota Propinsi, maka Kantor Satuan Kerja Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Anggaran dihapuskan/dipindahkan ke Kantor Tata 
Usaha Anggaran (KTUA) yang berkedudukan di Semarang. 
Reorganisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan 
kepada masyarakat yang membutuhkan jasa KPPN. 
Reorganisasi tidak hanya pada saat itu saja, Reorganisasi 
dilakukan kembali sebagai Penyempurnaan Organisasi dan Tata Usaha 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor 
Perbendaharaan Negara Surakarta dan Kantor Kas Negara Surakarta di 
gabung menjadi satu dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara (KPKN) Surakarta, hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan 
Menteri Keuangan RI tanggal 12 Juni 1989 Nomor : 5/KMK.01/1989. 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Surakarta dipimpin oleh 
seorang kepala kantor yang membawahi beberapa seksi, antara lain :    
1. Sub Bagian Umum; 
2. Seksi Perbendaharaan I; 
3. Seksi Perbendaharaan II; 










5. Seksi Perbendaharaan IV; 
6. Seksi Pendapatan. 
7. Seksi Bank Tunggal; 
8. Seksi Bank Persepsi; 
9. Seksi Giro Pos dan Pembukuan. 
Setelah dua kali dilakukan reorganisasi, berdasar Keputusan 
Mentri Keuangan Republik Indonesia nomor: 442/KMK.01/2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Anggaran, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Kantor 
Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, reorganisasi terjadi kembali yaitu 
dengan dibukanya Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dalam 
wilayah pembayaran KPKN Surakarta. Sehingga berkembang menjadi 
tiga instansi: 
a. Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Klaten yang meliputi 
wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. 
b. Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Sragen yang meliputi 
wilayah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. 
c. Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Surakarta yang 
meliputi: wilayah kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan 
Kabupaten Wonogiri. 
Berdasarkan  Reorganisasi sesuai Surat Keputusan Menteri 










Surakarta, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan membawahi 6 
(enam) seksi, antara lain : 
1. Sub. Bagian Umum 
2. Seksi Perbendaharaan I 
3. Seksi Perbendaharaan II 
4. Seksi  Pendapatan 
5. Seksi Bank Persepsi 
6. Seksi Bank Tunggal dan Pembukuan 
7. Kelompok tugas fungsional 
Dalam mengantisipasi tugas-tugas yang makin berat dimasa 
yang akan datang, Menteri Keuangan melakukan reorganisasi, dengan 
didahului keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 
302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen 
Keuangan. Hal ini menandai adanya pemekaran unit eselon I 
Direktorat Jenderal Anggaran menjadi 2 unit eselon I, menjadi : 
1. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan; 
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
Dimana KPKN Surakarta merupakan salah satu unit instansi vertikal 
dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
Setelah mengalami reorganisasi berulang kali, pada tahun 2004, 
berdasar surat edaran Menteri Keuangan No. SE-07/PB/2004 tanggal 










Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Perbendaharaan 
dan Kas Negara (KPKN) diganti menjadi Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara yang sekarang dikenal menjadi KPPN. 
Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Surakarta meliputi: 
 
1. Subbagian umum 
2. Seksi Perbendaharaan I 
3. Seksi Perbendaharaan II 
4. Seksi Persepsi 
5. Seksi Bank/Giro Pos 
6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 
7. Kelompok tugas fungsional ( untuk KPPN Surakarta belum ada ) 
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Surakarta : 
a. VISI KPPN  
"Menjadi pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara yang 
Profesional, Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkan pelayanan 
prima” 
b. MISI KPPN 
1) Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, 










2) Mengelola penerimaaan negara secara profesional dan akuntabel. 
3) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat 
dan tepat sasaran. 
3. Tujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta 
a. Memiliki sumber daya yang berkualitas, profesional dan berintegritas 
tinggi sebagai aparatur pemerintah yang mampu menghadapi segala 
tantangan. 
b. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyaluran 
dana APBN. 
4. Kedudukan Tugas pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Tipe A 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPPN adalah sebagai berikut : 
a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor 
Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala. 
b. KPPN mempunyai tugas: 
1) melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum. 










3) melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran 
melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c. KPPN mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1) pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
2) penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama 
Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara). 
3) penyaluran pembiayaan atas beban APBN. 
4) penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah 
disalurkan. 
5) penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negar melalui dan kas 
negara. 
6) pengiriman dan penerimaan kiriman uang. 
7) penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara. 
8) penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari 
pinjaman dan hibah luar negeri. 
9) penatausahaan PNBP (Penerimaaan Negara Bukan Pajak). 
10) penyelenggaraan verifikasi transakasi keuanagan dan akuntansi. 
11) pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. 










13) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendahaaran 
Negara. 
d. Mandat dan Wewenang 
Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang    undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan 
sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya 
adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, 
sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah 
Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu 
pemerintahan. Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri 
Keuangan dan para Menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan 
anggaran. Kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian 
negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan 
kebendaharaan diserahkan kepada Kementeri Keuangan yang dalam 
pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan.(kppn.blogspot.com) 
e. Peran Strategis 
Disamping selaku pengemban kewenangan kebendaharaan, 
Menteri Keuangan juga selaku Bendahara Umum Negara. Menteri  
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola  
keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai  










disini terbatas pada aspek rechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya 
dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran. 
Pengujian secara rechmatigheid dapat diartikan sebagai pengujian 
formal terhadap pihak yang berhak mengajukan tagihan pada negara. 
Formal berdasarkan bukti–bukti yang sah. Sedangkan pengujian 
secara wetmatigheid dapat diartikan sebagai ketersediaan dana dalam 
APBN / DIPA. 
Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2006 
tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal di Lingkungan 
Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas 
dalam pengawasan keuangan disamping mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, 
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan 
penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari rekening kas 
negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. (kppn.blogspot.com) 
Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, peran strategis 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku pelaksana kebijakan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain : 
a. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai 










b. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan 
aset dan kewajiban pemerintah. 
c. pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan 
pemerintah tingkat KPPN. 
5. Susunan Organisasi 
KPPN Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, terdiri dari 
1 (satu) subbagian Umum dan 5(lima) seksi yaitu : 
a. Subbagian Umum 
b. Seksi Perbendaharaan I 
c. Seksi Perbendaharaan II 
d. Seksi Persepsi 
e. Seksi Bank/Giro pos 
f. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 
 

































Bagan Struktur Organisasi KPPN Surakarta 
 
6. Tugas dan Uraian Pekerjaan masing-masing Seksi 
Tugas dan Uraian pekerjaan masing-masing seksi berpedoman 
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.01/2006 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Departemen Keuangan Nomor KEP-83/PB/2006 tentang Prosedur dan 




a. Subbagian Umum 
1) Tugas  
Subbagian Umum mempunyai tugas : melakukan urusan tata 
usaha, kepegawaian dan rumah tangga, serta menyusun laporan 
teknis dan administratif. 
2) Uraian pekerjaan 










(i) Mempelajari peraturan di bidang kepegawaian dan meneliti 
data kepegawaian untuk melaksanakan urusan kepegawaian, 
pembinaan dan pengembangan pegawai 
(ii) Menerima permohonan cuti pegawai 
(iii) Menugaskan pelaksana untuk menyusun Daftar Urutan 
Kepangkatan (DUK) pegawai dan Daftar Pegawai (model 
UP2) serta mengikuti perubahannya.  
(iv) Menugaskan pelaksana untuk memproses usulan kenaikan 
gaji berkala, kenaikan pangkat, penghargaan, pensiun, 
usulan Diklat dan urusan kepegawaian lainnya. 
b) Melakukan penatausahaan persuratan  dan administrasi kantor. 
(i) Menugaskan pelaksana untuk melakukan penatausahaan dan 
administrasi kantor. 
(ii) Memantau pelaksanaan penatausahaan persuratan dan 
administrasi kantor. 
c) Melakukan penatausahaan dokumen anggaran (DIPA/ dokumen   
lain yang dipersamakan). 
d) Melakukan penatausahaan Surat Perintah Membayar (SPM), 
pencetakan SP2D, Daftar Penguji SP2D, serta penyerahan dan 
pengiriman SP2D.  
e) Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui potongan 










nya dalam rangka pelaksanaan Modul Penerimaan Negara 
(MPN). 
f) Menyusun bahan masukan dan konsep  Renstra, Renja, RKT, 
PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 
b. Seksi Perbendaharaan  
1) Tugas 
Seksi Perbendaharaan I dan II mempunyai tugas yaitu 
melakukan penelitian terhadap  keabsahan  tanda  bukti  yang  
dilampirkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan 
SPM  dan  penatausahaan  bukti  yang  menjadi  dasar  penerbitan  
SPM  berdasarkan pembagian kerja yang ditetapkan oleh Kepala 
Kantor. 
2) Uraian pekerjaan 
a) Pelaksanaan urusan penertiban dan penetapan SPM belanja 
pegawai, belanja rutin non pegawai, belanja pembangunan dan 
pengeluaran non anggaran. 
b) Verifikasi belanja rutin dan pembangunan. 
c) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). 
d) Pengurusan surat-menyurat dan laporan berkala belanja pegawai, 
belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan. 











Bank persepsi mempunyai tugas yaitu : melakukan urusan 
penerimaan melalui bank persepsi dan menyusun 
pertanggungjawabannya. 
2) Uraian pekerjaan 
a) Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui bank persepsi; 
b) Pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan penerimaan 
melalui bank persepsi 
c) Penyusunan pertanggungjawaban penerimaan melalui bank 
persepsi dan pembuatan daftar selisih saldo bank dari masing-
masing bank persepsi. 
d. Seksi Bank/ Giro pos 
1) Tugas 
Seksi bank/giro mempunyai tugas: melakukan pembayaran   
berdasarkan surat perintah pencairan dana, penatausahaan 
penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari kas Negara, 
pengiriman dan penerimaan kiriman uang, penyusunan laporan 
realisasi penerimaan dan pengeluaran Negara, dan pembukuan 
bendahara umum. 
2) Uraian Pekerjaan 
a) Melakukan pembayaran pengeluaran negara 
b) Menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) PBB/ BPHTB. 










d) Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui potongan 
SPM. 
e) Menyusun daftar selisih saldo antara Bank Indonesia/ Bank 
Operasional/ Kantor Pos dengan pembukuan KPPN. 
f) Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana. 
e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 
1) Tugas 
Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas : melakukan 
verifikasi transaksi keuangan dan menyusun Laporan Arus Kas.  
2) Uraian pekerjaan 
a) Menatausahakan dokumen sumber 
b) Melakukan perekaman saldo Uang Persediaan (UP) sisa tahun 
anggaran yang lalu. 
c) Melakukan proses pengolahan data ke dalam aplikasi komputer 
Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 
d) Melakukan rekonsiliasi internal antara Seksi Verifikasi dan 
Akuntansi dengan Seksi Bank/Giro Pos. 
 
7. Komposisi Pegawai 
Jumlah Pegawai di KPPN Surakarta pada bulan April 2009 ada 90 
orang pegawai yang terdiri dari : 
Kepala Kantor : 1 orang 
Kepala Seksi  : 6 orang 










Semua Pegawai tersebar di 6 Seksi di KPPN Surakarta. Adapun 
jumlah pegawai berdasarkan penempatan pada masing-masing seksi 
adalah seperti dapat terlihat dalam tabel berikut: 
 Tabel I 
 JUMLAH PEGAWAI MASING-MASING SEKSI 
 BULAN APRIL 2009 
NO SEKSI/BAGIAN JUMLAH PEGAWAI 
1 Subbagian Umum 22 
2 Seksi perbendaharaan I 17 
3 Seksi Perbendaharaan II 15 
4 Seksi Bank Persepsi/Giro pos 22 
5 Seksi verifikasi dan Akuntansi 14 
 Jumlah 90 
Sumber : Data Kepegawaian KPPN Surakarta bulan April 2009. 
Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah pegawai yang paling 
banyak adalah di Subbagian Umum dan Seksi Bank Persepsi/Giro Pos 
sebanyak 22 orang pegawai. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa seksi 
lainnya. 
Sedangkan jumlah pegawai menurut pangkat/golongan dapat dilihat 
di tabel di bawah ini: 
 










 PEGAWAI MENURUT KEPANGKATAN/GOLONGAN 
 BULAN APRIL 2009 
No Golongan/Pangkat Jumlah Jabatan 
1 Pembina Tk. I( IV/B ) 1 Kepala Kantor 
2 Penata Tk. I ( III/D ) 6 Kepala Seksi/Subag 
3 Penata (III/ C) 20 Pelaksana 
4 Penata Muda Tk. I (III/B) 46 Pelaksana 
5 Penata Muda ( III/A) 3 Pelaksana 
6 Pengatur Tk. I ( II/D) 11 Pelaksana 
7 Pengatur ( II/ C) 1 Pelaksana 
8 Pengatur Muda Tk. I ( II/B) 1 Pelaksana 
9 Pengatur Muda ( II/ A) 1 Pelaksana 
 Jumlah 90  
Sumber : Data Kepegawaian KPPN Surakarta bulan April 2009 
Dari tabel diatas nampak bahwa sebagian besar pegawai di Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara Surakarta adalah golongan III B dan III 
C. Hal ini merupakan kondisi yang sudah baik dan ideal, karena salah satu 
ciri kelemahan administrasi perkantoran di negara yang berkembang 
adalah jumlah pegawai golongan rendahnya lebih banyak daripada 
golongan tingginya. 
 










 Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan 
negara dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam 
rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas 
secara  efisien. Fungsi tersebut meliputi terutama perencanaan kas yang 
baik, pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan, 
pencairan sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana 
yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya 
keuangan. ( Bastian : 2006 ). 
 Peningkatan kinerja dan profesionalisme birokrasi menjadi suatu 
tuntutan yang tidak bisa ditunda. Disamping itu, peningkatan transparansi, 
clean goverment juga merupakan upaya penting yang perlu dilaksanakan 
segera. Reformasi tersebut harus dimaknai sebagai penyempurnaan yang 
dinamis, terus menerus, dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi 
sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Reformasi 
Birokrasi yang dilakukan Departemen Keuangan merupakan kelanjutan 
dari Reformasi Keuangan Negara yang diamanatkan dalam :  
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, dan   
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 











 Perubahan fundamental yang dilaksanakan dalam Reformasi 
Birokrasi Departemen Keuangan adalah merubah sikap tertutup yang 
selama ini dipersepsikan masyarakat menjadi suatu birokrasi yang terbuka 
dan transparan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
Langkah tersebut dilakukan dengan :  
1. menciptakan aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan profesional, 
2. menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif  
3. menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.  
Berbagai langkah reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di 
Departemen Keuangan meliputi beberapa tahapan meliputi: 
a. melakukan identifikasi adanya gap yang terjadi atas kondisi pelayanan 
yang selama ini diberikan, serta tuntutan pelayanan masyarakat, 
b. berdasarkan identifikasi selanjutnya dilakukan perubahan organisasi 
(organizational changes),  
c. penyempurnaan business proccess, terutama atas berbagai pelayanan 
langsung kepada masyarakat,  
d. peningkatan pengelolaan sumber daya manusia, dan  
e. perbaikan remunerasi dalam bentuk pemberian tunjangan pengelolaan 
keuangan negara.  
Langkah awal reformasi dilakukan melalui perubahan organisasi 
yang disesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat. Di kantor Pusat 










modernisasi (kantor modern di DJP, DJBC, dan DJPbn), penggabungan 
fungsi (Bapepam dan Lembaga Keuangan), pemisahan dan penajaman 
fungsi yang spesifik atas urusan tertentu (DJAPK menjadi DJA dan DJPK; 
DJPb dan DJPLN menjadi DJPB, DJPU, dan DJKN). Di bidang pelayanan 
perbendaharaan telah dibentuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Percontohan (KPPN Prima) yang memberikan peningkatan pelayanan 
kepada pengguna dana Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
melalui pemberian pelayanan yang lebih cepat dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan SDM yang profesional. Jumlah Kantor 
Percontohan Perbendaharaan yang telah selesai dibentuk sebanyak 18 
kantor pelayanan. (www.dirjenperbendaharaan.go.id). 
 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta 
selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Departemen Keuangan RI yang menjalankan tugas & fungsi sebagai 
Kantor Perbendaharaan Negara Tipe A mempunyai peran yang penting 
dalam proses pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan negara & 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Proses pencairan dana di 
KPPN Surakarta sendiri menggunakan dua sistem yaitu Sistem Pencairan 
Dana Langsung (LS) dan Sistem Pencairan Dana Uang Persediaan (UP). 
Sistem pencairan dana secara langsung hanya untuk Belanja Pegawai dan 










persediaan digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari atau dalam 
istilah akuntansi adalah kas kecil.  
Pencairan dana dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan no Per 66/PB/2005 
yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Perintah Pencairan 
Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling lambat 1 
hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap. Hal ini juga dikemukakan 
oleh Direktur jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry 
Purnomo yang di kutip dalam republika.co.id yang menginstruksikan 
kepada seluruh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) untuk 
mempercepat pelayanan pencairan dana sehingga penyerapan anggaran 
dapat lebih besar pada 2008 ini, tetapi hal ini bisa menjadi lambat karena 
kesalahan prosedur yang dilakukan oleh para satuan kerja yang kurang 
melengkapi dokumennya.  
Selain itu dalam Kompas.com disebutkan bahwa banyak satuan 
kerja yang masih bingung tentang dokumen-dokumen apa saja yang 
digunakan untuk mencairkan dana sehingga memperlambat proses. 
Banyak satuan kerja (satker) yang kurang memahami prosedur yang 
digunakan dalam penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 
langsung. Seperti kelengkapan dokumen untuk proses penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana, sehingga proses pencairan dana yang sekiranya 1 










 Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis mengambil judul 
"SISTEM  DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) 
DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN SURAKARTA" 
(Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta). 
untuk memberikan gambaran kepada para satuan kerja tentang prosedur 
dan dokumen apa saja yang digunakan dalam pencairan dana langsung di 
KPPN Surakarta. 
C. BATASAN MASALAH  
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membahas Sistem dan 
Prosedur Pencairan Dana Langsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
(KPPN) Surakarta memfokuskan permasalahan yang terdapat pada 
perusahaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Dalam menilai sistem dan prosedur pencairan dana tersebut, 
penulis akan membahas prosedur yang di gunakan KPPN dalam 
menerbitkan SP2D pada KPPN Surakarta. 
D. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 
mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 
1. Apakah sistem pencairan dana tersebut sudah berjalan sesuai dengan 










2. Bagaimana keefektifitasan sistem dan prosedur pencairan dana 
Langsung (LS) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Surakarta? 
E. TUJUAN PENELITIAN 
 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah sistem pencairan dana tersebut sudah 
berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 
2. Untuk mengetahui keefektifitasan sistem dan prosedur pencairan dana 
Langsung (LS) di KPPN Surakarta. 
F. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua 
pihak antara lain : 
1. Bagi Objek Penelitian (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Surakarta) 
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta dalam melakukan proses 
pencairan dana agar sesuai dengan ketentuan. 
2. Bagi Peneliti 
Untuk menyelesaikan Tugas akhir dan sebagai syarat kelulusan D3 
Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 










Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pelaksanaan 
prosedur pencairan dana langsung sehingga tidak menimbulkan 
persepsi yang salah dan dapat digunakan sebagai referensi dalam 
penulisan tugas akhir bagi peneliti lain. 
 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
 Dalam penulisan Tugas Akhir ini akan ditulis beberapa bab yaitu : 
 BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini meliputi : gambaran umum perusahaan, latar 
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan, manfaat tugas akhir. 
 BAB II ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka 
yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, mulai 
landasan teori yang kemudian membahas lebih lanjut 
mengenai Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung 
(LS) dan menyajikan hasil dalam bentuk flowchart.   
 BAB III TEMUAN 
Dalam bab ini berisi mengenai kelebihan dan kelemahan 
yang ditemukan pada lembaga yang menjadi objek 
penelitian dan harus relevan dengan masalah yang menjadi 











  BAB IV  PENUTUP 
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran 
dari penulis. 
  DAFTAR PUSTAKA 





























ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Pengertian sistem dan prosedur 
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. (Mulyadi, 
1993). Pengertian prosedur menurut Mulyadi (1993), adalah suatu 
urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalm 
satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penangan 
secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.  
Pengertian Prosedur yang diperoleh dari wikipedia.org, prosedur 
adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang 
harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu 
memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. 
2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi, metode 
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisai, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 











Menurut American Institut of Certified Public Accountant 
(AICPA) dalam Baridwan (1995), sistem pengendalian intern yaitu 
meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang 
dikoordinasikan dan yang digunakan didalam perusahaan dengan 
tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa 
ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi kerja 
dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan serta menjaga 
agar kebijakan itu tidak diselewengkan. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem 
pengendalian intern menurut Baridwan adalah rencana organisasi dan 
semua metode yang terkoordinir dan tindakan yang ditetapkan oleh 
perusahaan yang mempunyai tujuan pokok dan dikelompokkan 
menjadi dua macam yaitu : 
a. Tujuan pengendalian intern akuntansi meliputi 
1) Mengamankan aktiva (kekayaan). 
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansinya. 
b. Tujuan pengendalian intern manajemen 
1) Meningkakan efisiensi operasi. 
2) Mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh manajemen perusahaan. 










Unsur-unsur pokok Sistem pengendalian Intern menurut 
Mulyadi (2001) adalah : 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam 
organisasi ini berdasarkan pada prinsip sebagai berikut: 
1) Harus dipisahkan antara bagian/seksi yang satu dengan bagian 
yang lain.  
2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik sehingga 
memungkinkan untuk memberikan perlindungan yang cukup 
terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya.  
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 
otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 
terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi 
harus dibuat  sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 
otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 
1) Praktik kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
setiap unit organisasi. 
Cara-cara yang biasanya ditempuh oleh perusahaan 










a. Penggunaan dokumen bernomor urut tercetak yang 
pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang 
berwewenang. 
b. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan 
jadwal yang tidak teratur. 
c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan oleh satu orang 
atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari 
orang atau unit organisasi lain. 
d. Perputaran jabatan yang dilakasanakan secara rutin akan 
dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga persekongkolan di antara mereka dapat 
dihindari. 
Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan sendiri perputaran 
jabatan dilakukan setiap lima tahun sekali. Hal ini 
dilakukan agar semua karyawan dapat mengetahui tugas 
masing-masing seksi. 
e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 
selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan 
digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga 










bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang 
menggantikan untuk sementara tersebut. 
2) Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab. 
Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat 
dipercaya ada beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu: 
a. Calon karyawan dipilih dan diseleksi berdasarkan yang 
dituntut oleh pekerjaannya. 
b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi 
karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan 
pengembangan pekerjaannya. 
3. Pengertian Efektifitas 
Pengertian Efektivitas dalam othenkblogspot.com adalah 
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 
yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 
sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas 
menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 
telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, 
berarti makin tinggi efektivitasnya.  
Pengertian efektifitas secara umum menunjukan sampai 
seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu 
ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut 










efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.  
4. Pengertian Pencairan Dana Langsung 
Sebelum membahas pengertian pencairan dana langsung, 
sebaiknya terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian dana. Dalam 
Governmental Accounting Standads Board (GASB) yang terdapat 
dalam buku Siregar (1996), pengertian dana adalah sebagai berikut: 
A fund is a fiscal and accounting entity with a self balancing set 
of accounts recording cash and other financial resources, 
together with all related liabilities and residual equities or 
balances, and changes there  in, which are segregated for 
the purpose of carrying on specific activities or attaining certain 
objectives in accordance with special regulations, restrictions, 
or limitations. 
 
Dana merupakan kesatuan fiskal (fiscal entity) dan akuntansi 
(accounting entity), yang terpisah antara satu sama lain. Dana di sebut 
kesatuan fiskal karena dana memiliki sumber keuangan dan 
penggunaannya yang telah ditentukan dalam anggaran, dan dana 
disebut sebagai kesatuan akuntansi karena memiliki persamaan 
akuntnsi.  
Dalam bukunya Nordiawan tahun 2007, kesatuan dana-dana 
yang dimiliki organisasi sektor publik, dapat digolongkan menjadi 2 
yaitu:  










Adalah dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-
aktivitas yang bersifat non bussines yang menjadi bagian dari 
tujuan organisasi sektor publik. 
2. Dana yang tidak bisa dibelanjakan ( Non Expendable fund ) 
Adalah dana yang dipisahkan untuk aktifitas-aktifitas yang 
bersifat bisnis dan digunakan sebagai pendukung dari expendable 
funds. 
Pencairan dana langsung adalah: proses pencairan dana yang 
dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak atau rekanan 
berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama 
pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah.  
Yang termasuk dalam pembayaran/pencairan langsung: 
1. Belanja Pegawai  
Yang termasuk Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan, honor, 
lembur. 
2. Belanja Non Pegawai  
Yang termasuk belanja non pegawai: pengadaan barang dan 
jasa, pembayaran biaya tagihan Langganan daya dan Jasa ( Listrik, 
Telepon dan Air). 
Pengertian-pengertian : 
Beberapa pengertian menurut Peraturan Direktur 










a. Bendahara pengeluaran 
Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunju untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara 
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor satker Kementrian 
Negara/ lembaga. 
b. Pengguna Anggaran 
Pengguna Anggaran adalah Menteri/ pimpinan lembaga atau 
kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada 
Kementerian negara/Lembaga yang bersangkutan. 
c. Satuan Kerja (satker) 
Satuan Kerja (satker) adalah instansi atau dinas/ badan yang 
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Kementrian Negara/ 
Lembaga terkait. 
d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah suatu dokumen 
yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang 
ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada 
penerbit SPM berkenaan. 










Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa PenggunaAnggaran 
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 
f. DIPA 
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat 
oleh Menteri/ pimpinan Lembaga atau satker serta disahkan oleh 
Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan 
dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran dana atas bebab APBN serta 
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 
g. Surat Perintah Pencairan Dana 
Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang 
diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara 
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan 
SPM. 
B. PEMBAHASAN 
1. Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung Di Kantor 
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta 
Sistem dan Prosedur Pencairan dana langsung sesuai dengan 










tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 
a. Fungsi Yang terkait 
1) Subbagian Umum/Bagian Loket 
Pada bagian ini bertanggung jawab menerima SPM dan 
dokumen pendukung dari satuan kerja yang akan mencairkan 
dana serta mencatat  SPM di DPP (Daftar Pengawasan 
Penyelesaian) serta meneliti kelengkapan dokumen. 
2) Seksi Perbendaharaan 
Bagian ini bertanggungjawab melakukan pengujian SPM 
apakah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) dan Maksimum Pencairan (MP). Pada bagian ini juga 
bertanggungjawab menerbitkan SP2D (Surat Perintah 
Pencairan Dana). 
3) Seksi Bank/Giro Pos 
Bagian ini bertanggungjawab memberi tanda tangan atau 
otorisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 
4) Seksi Verifikasi dan akuntansi 
Bagian ini bertanggungjawab mengarsipkan SP2D. 
b. Dokumen yang terkait 
1) SPM (Surat Perintah Membayar) 










a) Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja 
pegawai. 
(i) Daftar gaji/ Gaji susulan/Kekurangan Gaji/Lembur 
Honor dan Vakasi yang ditanda tangani oleh Penguasa 
Anggaran (PA) atau pejabat yang ditunjuk dan 
Bendahara Pengeluaran.  
(ii) Surat surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi 
perubahan dalam daftar gaji. 
(iii) Surat Keputusan Pemberian Honor/vakasi dan SPK 
Lembur. 
(iv) Surat Setoran Pajak (SSP). 
b) Untuk keperluan pembayaran langsung(LS) non belanja 
Pegawai. 
(i) Resume kontrak/SPK atau Daftar Nominatif 
Perjalanan Dinas. 
(ii) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja). 
(iii) Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak). 
c. Catatan Akuntansi yang digunakan 
1) Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM 
Untuk mencatat jumlah SPM yang masuk dan yang 
dapat diselesaikan. 










Untuk mencata kelengkapan dokumen pendukung dari 
satuan kerja. 
d. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
Subbagian umum menerima SPM dan data pendukungnya 
dari satuan kerja daerah dan mengagendakan SPM serta mencatat 
dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan diteruskan ke 
bagian Seksi perbendaharaan untuk di tindak lanjuti. 
Pada tahapan pengagendaan merupakan prosedur awal yang 
sangat menentukan kelancaran proses penerbitan SP2D. 
Kekeliruan/kesalahan dalam pengagendaan akan berakibat pada 
seksi lain akan menjadi terhambat bahkan tidak bisa dilakukan 
proses selanjutnya. Sehingga alur pekerjaan menjadi macet. 
Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM (DPP) ini merupakan 
daftar pengawasan sejauh mana penyelesaian proses SP2D 
berlangsung dan berguna memantau apakah masih 
terdapat/tercecernya SPM yang belum diproses. Hal tersebut 
dilakukan karena jumlah dan jenis SPM yang diproses banyak serta 
jumlah satker/instansi yang dilayani untuk penyaluran anggaran 
belanja rutin yang meliputi belanja pegawai dan non belanja 
pegawai sangat banyak.. 
Seksi Perbendaharaan menerima SPM beserta dokumen 










serta pagu. Pengujian ini dilaksanakan mencakup pengujian yang 
bersifat substantif dan formal.  
1) Pengujian Substantif dilakukan untuk: 
a) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 
dalam SPM. 
b) Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK 
dalam DIPA yang ditunjuk SPM tersebut. 
c) Menguji dokumen segabai dasar penagihan (Ringkasan 
kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Pejalanan 
Dinas). 
d) Menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari 
kepala kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk 
mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan 
pembayaran. 
e) Menguji faktur pajak beserta SSP-nya. 
2) Pengujian formal dilakukan untuk : 
a) Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM 
dengan spesimen tandatangan 
b) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam 
angka dan huruf. 
c) Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak 










Setelah melakukan pengujian: 
a) Jika dokumen lengkap maka dapat diterbitkan SP2D 
b) Jika dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai prosedur yang 
ditetapkan, seksi perbendaharaan dapat menolak menerbitkan 
SP2D dan mengembalikan dokumen kepada satker agar di 
lengkapi. 
Setelah dilakukan pengujian, SP2D dapat diterbitkan dengan cara: 
SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/ 
Giro Pos/ Seksi Bendum 
e. Bagan alir 
Di bawah ini adalah bagan alir yang menggambarkan jaringan 






















































  SPM : Surat Perintah Membayar 
DPP : Daftar Pengawasan 
penyelesaian 
SP2D : Surat Perintah Pencairan 
Dana 
        SSP : Surat setoran Pajak 
SPK : Surat Pemberitahuan                       
Keterangan Lembur 
        DG : Daftar Gaji 








































































 SPM : Surat Perintah 
Membayar 
 SPK : Surat Pemberitahuan 
Keterangan Lembur 
      DG : Daftar Gaji 
 SP2D: Surat Perintah Pencairan 
Dana 






Sistem Pencairan Dana langsung Belanja Pegawai 
(Lanjutan) 
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SPM : Surat Perintah 
Membayar 
 SPK : Surat Pemberitahuan 
Keterangan Lembur 
      DG : Daftar Gaji 
 SP2D: Surat Perintah Pencairan 
Dana 
































































   
 SPM : Surat Perintah Membayar 
DPP : Daftar Pengawasan penyelesaian 
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 
       SSP : Surat setoran Pajak 
SPK : Surat Pemberitahuan  Keterangan 
Lembur 
       DG : Daftar Gaji 
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  SPM : Surat Perintah 
Membayar 
 SPK : Surat Pemberitahuan 
Keterangan Lembur 
      DG : Daftar Gaji 
 SP2D: Surat Perintah Pencairan 
Dana 
 SSP : Surat setoran Pajak 





Sistem Pencairan Dana Langsung Belanja non Pegawai 
(lanjutan) 
 

























































SPM : Surat Perintah 
Membayar 
 SPK : Surat Pemberitahuan 
Keterangan Lembur 
      DG : Daftar Gaji 
 SP2D: Surat Perintah Pencairan 
Dana 

















Sistem Pencairan Dana Langsung Belanja non Pegawai 
(lanjutan) 
f. Keterangan bagan alir 

















1) Subbagian Umum/Loket menerima SPM dari satker beserta 
dokumen pendukung dan memeriksa kelengkapan SPM dan 
dokumennya serta mengisi chek list kelengkapan berkas SPM. 
2) Subbagian Umum mengagendakan SPM yang diterima dan 
mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan 
diserahkan ke seksi Perbendaharaan. 
3) Seksi perbendaharaan menerima SPM dan dokumen 
pendukungnya. Setelah itu melakukan pengujian SPM dan pagu. 
Pengujian ini dilaksanakan mencakup pengujian yang bersifat 
substantif dan formal. 
Pengujian Substantif dilakukan untuk : 
1) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 
SPM. 
2) Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK 
dalam DIPA yang ditunjuk SPM tersebut. 
3) Menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan 
kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Pejalanan 
Dinas). 
4) Menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala 
kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung 
jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran. 










Pengujian formal dilakukan untuk : 
1) Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan 
spesimen tandatangan. 
2) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka 
dan huruf. 
3) Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh 
terdapat cacat dalam penulisan. 
Setelah melakukan pengujian : 
a) Jika dokumen lengkap maka dapat diterbitkan SP2D 
b) Jika dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai prosedur yang 
ditetapkan, seksi perbendaharaan dapat menolak menerbitkan 
SP2D dan mengembalikan dokumen kepada satker agar di 
lengkapi. 
(i) SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling 
lambat 3 hari setelah SPM diterima. 
(ii) SPM UP/TUP dan LS dikembalikan paling lambat 1 hari 
kerja setelah SPM diterima. 
Setelah dilakukan pengujian, SP2D dapat diterbitkan dengan 
cara : 
(i) SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi 










(ii) SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi 
stempel timbul Seksi Bank/ Giro Pos atau Seksi Bendum 
yang disampaikan kepada : 
- Lembar 1 :   Kepada Bank operasional 
- Lembar 2  : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri 
SPM yang telah dibubuhi cap ” Telah diterbitkan SP2D 
tanggal....Nomor...” 
- Lembar 3 : Sebagai arsip di KPPN(Seksi Verifikasi dan 
Akuntansi), dilengkapi SPM dan dokumen 
pendukungnya. 
 
2. Efektifitas Sistem Pencairan Dana Langsung di Kantor Pelayanan 
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta 
Suatu sistem dikatakan efektif jika suatu target (kualitas, 
kuantitas dan waktu) dapat tercapai. Sistem dan Prosedur Pencairan 
dana Langsung di KPPN Surakarta dikatakan efektif jika pencairan 
dana dapat dilakukan 1 (satu) hari berdasarkan pada Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara No Per-66/PB/2005 tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 











a. Standar keefektifitasan sistem dan prosedur pencairan dana di 
KPPN adalah waktu, bukan dilihat dari kuantitas (jumlah) SPM 
(Surat Perintah Membayar) yang dapat diselesaikan atau tidak. 
Karena berapapun jumlah yang masuk di KPPN sebelum jam 
11.00 WIB dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari atau dikatakan 
efektif. 
b. Sistem dan prosedur pencairan dana langsung di KPPN dikatakan 
sudah efektif. Hal ini berdasarkan dari penyelesaian SPM di KPPN 
dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 hari. Namun karena 
kesalahan dari satuan kerja dalam melengkapi dokumen dan 
penyerahan SPM yang terlambat, sehingga pelayanan yang 



























Penulis menemukan ada kelebihan dan kelemahan setelah melakukan 
penelitian tentang sistem dan prosedur pencairan dana langsung di KPPN 
Surakarta. Berikut ini dijelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari sistem 
dan prosedur pencairan dana Langsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) Surakarta. 
A. KELEBIHAN 
1. Prosedur Pencairan dana langsung di KPPN sudah sesuai dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 
tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
2. Sistem dan prosedur pencairan dana langsung di KPPN Surakarta bisa 
dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari penyelesaian SPM yang masuk di 
KPPN dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 hari. 
B. KELEMAHAN 
Meskipun terdapat kelebihan dalam sistem dan prosedur tersebut, tetapi 










proses pencairan dana atau proses penyelesaian SPM yang masuk ke KPPN 
bisa selesai 1 hari bisa terhambat karena kesalahan yang dilakukan satuan 






Penelitian sistem dan prosedur pencairan dana langsung di KPPN 
Surakarta, memperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sistem dan prosedur pencairan dana langsung yang digunakan sudah 
sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara.  
2. Sistem dan prosedur pencairan dana langsung di KPPN Surakarta bisa 
dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari penyelesaian SPM yang masuk di 
KPPN dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 hari. 
 
B. REKOMENDASI 
Penelitian tentang sistem dan prosedur  pencairan dana memperoleh 










Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menemukan kelemahan sistem dan 
prosedur pencairan dana langsung di KPPN Surakarta. Oleh karena itu 
penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan 
agar dapat berjalan baik. Adapun rekomendasinya adalah adanya himbauan 
untuk setiap satuan kerja hendaknya mengajukan SPM antara jam 07.30 – 
11.00 WIB agar proses penyelesaian SPM dapat diselesaikan dalam satu hari 
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